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RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan
Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
Regina Dhisca Wening Nastiti, 140903101031; 2017: 56 halaman; Program Studi
Diploma Il Perpajakan Fakultas limu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember.

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDRD
adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menangani beberapa jenis
pajak dan salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Penerangan Jalan yang
selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Setiap tenaga listrik yang
dimanfaatkan oleh pengguna listrik dapat dikenakan pajak penerangan jalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Pajak Penerangan Jalan di
Kabupaten Jember memiliki potensi relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya.

Pajak Penerangan Jalan dibagi menjadi dua yaitu Pajak Penerangan Jalan
dengan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (berasal dari non PLN)
dan Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang berasal dari
PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dipungut oleh pemerintah daerah sedangkan
PPJ yang lainnya dipungut oleh pihak PT. PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN
merupakan pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan official assessment
system yang artinya pemerintah daerah sebagai pemungut pajak bertugas menentukan

besarnya pajak terutang wajib pajak.
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Setiap pemggunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan
sumber lain dipungut pajak nama Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Objek Pajak
Penerangan Jalan Non PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
(non PLN). Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditetapkan
sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak terutang PPJ dihitung dengan
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Prosedur pemungutan Pajak
Penerangan Jalan Non PLN dimulai dari pengisian formulir yang akan dilakukan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan Surat Pemberitahuan
Pajak Pajak Daerah, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak dibayarkan
paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
diterima, maka akan dikenai sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas

Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan penulis

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa:

1.

Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah 1,5% (satu
koma lima persen). Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang
terutang adalah: 1,5% x Nilai Jual Tenaga Listrik

Prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah serangkian
kegiatan dimulai dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sampai
dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak mengisi
formulir untuk dilakukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilakukan penelitian, penghitungan,
penetapan, dan kemudian disetujui untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD).

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan
atau bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk dan akan mendapatkan bukti setor.
Pembayaran pajak dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan

Peraturan yang mengatur tentang pajak penerangan jalan adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan
Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas

Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri.

29
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5.2 Saran
Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan PKN di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan beberapa saran kepada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

1. Berdasarkan pengamatan penulis tentang potensi pajak penerangan jalan non
PLN yang ada di Kabupaten Jember, penulis menyarankan kepada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk bersikap pro aktif dan dapat
mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan non PLN di Kabupaten
Jember.

2. Penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
untuk penerapkan pemungutan pajak secara online. Di zaman yang serba modern
ini, manusia lebih mengingkan segala sesuatu menjadi lebih praktis. Dengan
diadakannya pemungutan pajak secara online, wajib pajak akan merasa lebih
dimudahkan dan hal ini memungkinkan untuk meningkatkan minat wajib pajak

dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
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LAMPIRAN

A. Surat Pengantar Magang

N TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKA

- ; ER
UNIVERSITAS JEMB o
FAKULTAS 1LMU SOSIAL DAN ILMU ::‘O”l;}!m
. Kolimantan Kampus Tegalboto Telp. (0331) 135586, 331342 Fax, (033

Jember 64121
e 17
Numu‘r - 5()20/UN2541.2/SP/2016 i
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember
I1. Jawa, Sumbersari
Jember
o3 X Dalam rangka mengembangk

an wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
a Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember, maka
yang telah menyelesaikan minimal 108 S$KS diwajibkan mengikuti
kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah

Usaha Perjalanan Wisat
setiap mahasiswa

iNo i NAMA 3 NIM [ Program Studi |
1. | Riska Melga Ansari | 140903101018 |  Diploma (il Perpajakan |
2. | Dessi Mutiara Pertiwi 140903101019 Diploma IIl Perpajakan |
3. | Regina Dhisca Wening N. 140903101031 Diploma lil Perpajukan |
4. | Nabila Maulina | 140903101045 Diploma 11l Perpajakan j

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar propos:al Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih,

an Dekan
Wakil Dekan'i,

+5

A

e, 3

Drs. HII’I\IWGA Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 19610828 199201 | 001 1
-
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Digital Repository Universitas Jember

B. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

.

s

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 % 337112 JEMBER 68121

'
3

Jember, 10 Januari 2017

Momor : 5020/ 4 / 35.09.413 / 2017 Kepada

Sifat 1 Penting Yth, Wakil Dekan I Fakultas Iimu Sosial dan
Lampiran : == Timu Politik

Perihal 1 Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember

JEMBER

Universitas Jember Nomor 5020/UN 25.1.2/SP/2016 tanggal 3 Januari
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan

No. “Nama NIM
1 | Riska Meiga Ansari 140903101018
2 | Dessi Mutiara Pertiwi 14090310101
(@ [ Regina Dhisca Wening N
| 4. Nabila Maulina

5 ~ terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017

=
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C. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Kegiatan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FARKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto

Telp (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Emallfisp e ung ac d

SURAT TUGAS

Nomor : 202/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah nomor
5020/028/35.09.413/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang,
maka dengan ini Dekan Fakultas llmu Sosial dan {Imu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM - - Program Studi
1. | Riska Melga Ansari 140903101018 Diploma III Perpajakan
2. | Dessi Mutiara Pertiwi 140903101019 Diploma Il Perpajakan
3) | Regina Dhisca Wening N 140903101031 Diploma III Perpajakan
4. | Nabila Maulina 140903101045 Diploma IlI Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 IamA'INZOU

ffnawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. jember
2. Kaprodi Diploma {1l Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan

34


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

D. Surat Keterangan Selesai Magang

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5020234 /35.09.413/2017
Yang bertanda tangan dibawah inj :

Nama

SUYANTO, SH
NIP 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. Pembina Gol. 1v/a
Jabatan

Sekretaris Badan Pendapatan D ae

z Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO NAMA NIM
1. | Riska Melga Ansari
2. | Dessi Mutiara Pertiwi

3. | Regina Dhisca Wening N
4. | Nabila Maulina
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E. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENDIDIKAN TING(GI
UNIVERSITAS TEMBER
FARKULTAS TEAMU SOSIAL DANTENMU POFTT TN

I Kalumantan 37 Kampus Bunn Tegaltswo Telp (0800 818580 Vi
Fax (0001) V38580 Janber 68121 Lol o uneg ac of

SURAT TUGAS

Nomor : 203/UN25.1.2/5P/2017

Dekan Fakultas lmu Sosial dan Hmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada ;

Nama : Yuslinda Dwi handini, $.50s., M.AB
NIP : 197909192008122001
Jabatan : Asisten Ahli

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. [, lll/b

Sebagal supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan llmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai

berikut :
No NAMA NIM Program Studi
1. | Riska Melga Ansari 140903101018 Diploma Il Perpajakan
2. | Dessi Mutiara Pertiwi 140903101019 Diploma Il Perpajakan
3. | Regina Dhisca Wening N 140903101031 Diploma Il Perpajakan
4. | Nabila Maulina 140903101045 Diploma [l Perpajakan i

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

limawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
P 19610828 199201 1 001

Tembusan :
1. Dekan FISIP UNE] (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNE)
3. Kasubag Akademik FISIP UNE)
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F. Surat Tugas Dosen Pembimbing

REMENTERIAN RISE 1. TERNOLOGL DAN PENDIDIRAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS 1LMU SOSIAL DAN TEMU POLITIR

NORalimantan 3T Kampus Togaiaio Feip cudil L TR LA A TS R R A LA L g B X T

SURAT TUGAS
Nomor - 1062/UN25.1.2/5P/2017

Berasukan Rekomendast Komist Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D Perpajakan
Fakultas Umu Sostal Dan llmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Himu Sosial
Dan Hmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawabiim

NO NAMA PANGKAT/ JABATAN KETERANGAN

{ GOLONGAN I
! Drs Sugeng lswono, MA T T Pembina ,
eng : L o epral, oy
NI 195402021984031004 | 1V/a | A epas. |

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama Regina Dhisca Wening Nastiti
NIM 140903101031

Program Studi DI Perpajakan

Judul

Tata Cara Pengenaan Pajak Pencrangan Jalan Non PT. Perusahaan Listoik Negara
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-batknya

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal - 14 Maret 2017

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan

2 Mahasiswa yang bersangkutan
3 Perunggal 44
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G.Daftar Nilai

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

i — Kampus T Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
¢ 2 )

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]J

| NO. INDIKATOR PENILAIAN A
{ ANGKA HURUF
‘L 1 Penguasaan Materi Tugas 91 A
2 Kemampuan / Kerjasama 90 A
3 Etika 87 A
4 Disiplin g8 ia
NILAI RATA - RATA 356 ( 89 ) A
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : Regina Dhisca Wening
NIM : 140903101031
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Y. Menilai
= Nama : YUNIT_{A. MAHARANI. ‘5_.5’1‘. .
NIP
Jabatan
Instansi
Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO. | ANGKA HURUF KRITERIA
1 80 > A Sangat Baik
2 70-79 B Baik
3 60-69 ] Cukup Baik
4 50-59 D Kurang Baik
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H. Daftar Absensi Mahasiswa Magang Kuliah Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

Tempat KK
Asal Univ.

BADA ENDAPATAN D, P,

. A m‘/?mmgc'bm.m. L ez bzratan
o QLwPaé'ahm/umJ'Gﬁm"’"‘

KETERANGAN
no NAMA TANGGAL PaGE SIANG
DIN | SAKIT| T.K
\ Qﬂqina ohisea Wening( o - rated - 207 “‘/\{ﬂ:& /T/\#S':%
Nim: 140903 (03t D2 ~—— Ciilbors &7 ¥
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" Jember, 37 /MARET 201

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NS

KHOIRON MURIA FIP,
AU 7372 7276 /338031 oF
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I. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mcmmbang
bahwa Negara K Republik Ind ia merupakan ncgara hul berdasark
Pancasila dan Undxmg-Undung Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidup gsa yang aman, lertib, sejahtera,
dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sch telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 lcnlaug Pemenntahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 g Perimbang; antara P intah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakuk
berikan k gan yang seluas- luasnya, disertai dengan pemberian
hak dan kewajiban yelengg: daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara;

c. bahwa pajak dacrah dan relnbusn dacrnh mcmpakan salnh sam mmber pendapatan

daerah yang penting guna pemeri
d.  bahwa dalam rangka memngkalkan pelay k da masyarakat dan k dirian
dacruh pcrlu dilakukan perluasan objek pajak dacrah dan retribusi daerah dan
ian diskresi dalam p pan tarif;

e bahwn kebijakan pajak dacrah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rinsip
demokmsl, pemerataan dan keadllan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas

perhatikan p i daerah;
£ bahwu Undang-Undang Numor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah sebag: telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Damh perlud bij i daerah;

g  bahwa berdasarkan per 3 i dimaksud dalum huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Menginga
Pasal 5 ayal (l), Pasal 18. Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal
23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MF.N?UTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
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J. Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2011

FEMERINTAH KABUPATEN JEMBER FENGUNDANGAN
FEEATURAN DAFRAHEKABUPATEN JEMBER

Wlenimbemg

Mlemgzingst -

NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PATAK DAERAH

DENGAN FEAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

[EN)

BUPATI JEMBEE,

bazhwa kebijzskan pemuonszutan pajak dasrzh ssbazsd szlzh sam
smmber pendspatzm  dzsrzh  yanE penting gons  membdizya
pelzksamzsm Pemerintzh Ezbupaten, dilabsansbean berdzsasdan
prinsip demaolorasi, pemeratasn dan kesdilan peran serfa masvarslat
dam akmntabilitas denzn memperhatilkan potensidasrsh;

bzhwa denz=n ha]a]._'unva Undang-UUndangz Fepoblik Indonesia
Momar 28 Tzhun 2002 tentanz ]JaJal: dasrah dan retribusi dasrsh,
maka ketenmandi bidang PaJaJ._ Drzerzh di Kabupaten Jember perin
dizzmri;

bzhwaz berdasarkan pertimbanzzn scbaszimena dimsksod dalam
humf 2 dan homf bperin memwbentk Peratoran Deerzh tentang
Pzjzk Drzerzh;

UndansTindanz Fepublik Indonesia Momor 12 tshom 1950
tentan g Pembentulan Diasrsh-Tizerzh KEzbupaten Dalam Lingkonznm
Propinsi Jawa Timns (Barita Messsa Bepublik Indonssia Nomar 417,
sehazzimena tfelah  dinbzsh dEllean Undang-Undamz Republik
Indonesia Momar 2 tshon 1965 {Lemhaﬁn Heaaﬁ B=pnblik
Indonssiz tzhom 1965 Nomar 19, Tambzhsn Lembaran Nemm
Fepublik Indonssia Momaog 27307

Undangs-Tindang Fepoblik Indonssiz Nomos 5 Tahon 1960 tentang
Peramuran Dasar Pokok-Pokok Agrariz (Lembaran Megzea Fepoblik
Indonesia Tzhonm 1960 MWMomar 104, Tambzhan Lembaram
Meazara Republik Indonssia Nomos2 0437,

UndanzTindang Fepublik Indonssia Momor 8 Tzhun 1981
tentan g Huknm Acara Pidana (L embatan Wegzra Fepublik Indonssiz
Tzhon 1981Momar 78, Tambzhan Lembaran Wemmra Repuoblik
indonssiz Momor32097;
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K Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN
PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA /

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasg ﬁ) huruf b dan

huruf ¢ Peraturan Daerah Kabup e Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, - naan Pajak
Penerangan Jalan (PP

Mengingat: 1. Tahun 12 tentang Ketentuan Umum
e aran Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara Republik
) sebagaimana telah diubah untuk kctiga
ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tcntang
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
ng Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Vegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambuahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia
Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor ‘19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara
Nomor 4400);

R |
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10.

1l

12,

14,

15.

L7

Menetapkan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dael:’ah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor .l 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

»

. Undang-Undang Nomor*23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-U_ndang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia M.
5679);

aerah sebagaimana telah dua

a ngelolean Keuang; S ! x
1E baH tefakhir de . Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 ang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Paja urat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesj Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Re r 4049);
Peraturan Pemerintah No: Bg(]’l}’engalolaa.n
Keuangan Daerah Ve esia Tah
2005 Nomor 140; fiha em| esia
Nomor 45
Kep a egeri n 1997 tentang
taTar an di Bidang Pajak Da H
\r?/tﬁ{qn 1 lar!rr Negeri Nomof 13 Tahun 2006 tentang
i
&

1 Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
n Produk Hukum Daerah;

san Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
istem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; '
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 201 1

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN
PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA

SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI.
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: .

1. Pemerintah KabLI:paten Zdalih Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. )

3. Bupati adalah -Bupati Jember. .

.

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jc{nbexj. "

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi .waij kepa‘c!a
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bqrsxfat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatu:
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakakan usah
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lai
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daera

MD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, © flapa pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi m. osial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentu

suk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha teta

8. Perusahaan Listrik Negara yang s
Perusahaan Listrik Negara.
9. Tenaga Listrik adalah

maupun non PLN, »
10,Penyediaan_teriaga |1 rik mulai dari titik
pembangkit Samp i[j
1 Singkat PPJ adalah pajak atas
lystri

/ sumber lain

12. Penggunaa a listrik g dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga

listrik yang berasal darjton PLN. )
istrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit
ang berasal dari PLN.

raan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber

ma/murni tenaga listrik. B

/1' - Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber

tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi

atau mengalami hambatan/ kerusakan.

16. Penggunaan Darurat- adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber
tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber
lain (PT. PLN) mengalami pemadaman. :

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
gerpa‘;’lakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

aerah, 2

18. Masg Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar
bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang, ; ¢

19. Pajak yang teratang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam
masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

11 Paja® Peneraie:
penggunaan t&i
crag
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" ‘

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data
objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak
dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. '

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dal atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2 i

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupw

Y; pe-olah dari
sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangsn a .

(1) Objek PPJ adalah pengguna li
(2) Tenaga listrik yang di i iri|
)

itrfistri lm =
PJ’s a
istrf
istfik . pada

Asing dengan asas timbal balik;
g dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan

(4)

jek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). .

(2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN)
ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). .

(3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

PPJ = 1;5 % x NJTL
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(4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan
Jjalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

(1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan
listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari
sumber lain dan/atau dinhasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga
satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.

(2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian
tenaga listrik.

(8) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Perhitungan NTJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal S -—-ayat (1),
diklasifikasikan sebagai berikut :

a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat U (#lat | k<Wh Meter),
perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan denga gai berikut :
NJTL = kWh pemakaian x harga satuan ten i

b. untuk pembangkit listrik yang tidak rhitungan NJTL
ditetapkar dengan rumusan sebazgi-bgrikur
NJTL = kVA x FD x Jam Nyaig 3 H
Keterangan :

NJTL = MiJarJudl Ter istri
.=~ kVA /Nm i j§ e

T/an ya\ Ter

aktor| Da;

am n al?(p@e ulan berd kan hasil pendataan.
rg an Listrik pet LkWh.

. (2) Jika wajib ajai ggunakan
NJTL dihitu seécara akum
sebagian digunakan se

pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka

§1, kecuali apabila unit-unit pen}bangkit tersebut

a murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

Pasal 7

(1) nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah

pemaka/ian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam

nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan. )

(2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal
pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut

a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per
bulan;

b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus-dua puluh) jam per
bulan;dan

c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.
Pasal 8

(1) Faktor Daya adalah tolok ukur dajam bentuk angka yang digunakan untuk

mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam  menghasikan tenaga -
listrik. ;
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r 6

(2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit
yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
a. penggunaan kWh meter
fd = kwh : kva
b. tanpa penggunaan kWh meter
FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
(3) Fakter Daya :Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Paszl 9

(1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (sa ulan
PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat aan tenaga
listrik atau saat diterbitkan SKPD.

(3

-

—
-

Pendaftaran dan Pendataan terh
listrik yang dihasilkan sendirj

(2) Wajib Pajak yang me n
mendaftarkan pe. an |listri
-Pendapatan U rhel Lu}i . &
(3) Warib Paj fm. gisi Tfo;— ulir_SH engkap dan benar unt
&sa pajak byla g ldlul Pepal. DseeR. ’
SPTPD sebagalim i ud pada (8) harus ditanda tangani oleh Wajib
Pajak atau Kuas dan dike ikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT,
Pendapatan ir1g lama tan S (lima) setiap bulannya.
Pasal 11
(1) Berda SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan

terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanl:si administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAR V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan' (PI_’J) dun
Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang
Dihasilkan Sendiri (Berita Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

i i Jember
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH Ditetapkan d

KABUPATEN JEMBER pada tanggal 4 Januari 2016
TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

HUKUM
3 u.z'n-u-vﬁ)’
0 mn!.!.u_luu_u: POSHAVS

5 i e
e
oo 5

SRR

\@é_/
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR

TANGGAL : 4

2 Tahun 2016
Januari 2016

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN
'+ ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN
DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI

NO.| GOLONGAN HARGA SATUAN TENAGA
i TARIF KAPASITAS DAYA LISTRIK PER KWH
ISNIS > 35 KVA Rp. 1.200,-
2 | INDUSTRI > 35 s/d 200 KVA Rp. 1.200,-
3 | INDUSTRI > 200 KVA Rp. 1.020,-
4 | INDUSTRI > 30.000 KVA Rp. 908,-

Pj. BUPATI JEMB

€mbin; tI
9 8603 1014

i
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR ) 2 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT

NO: PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK i

1 0 S/D 2 TAHUN 1,00

2 3 S/D 4 TAHUN < 0,93

3 5 S/D 6 TAHUN 0,87

4 7 S/D 8 TAHUN 0,80

5 9 S/D 10 TAHUN 0,73

6 | DIATAS 10 TAHUN 0,67 o™

Pj. BUPATI J

? V| K
\ T . SHL.MS
\%;,, Pe gkat(I

98603 1 014
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O. Lembar SPTPD

SR ARG

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN

JI. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN
(SPTPD - PPJ )

LEMBAR 1
SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

Nama Wajib Pajak DR SAMET WO SEMTO
Alamat Wajib Pajak W a0p80.. M. M2 R 3. e,

Kode Pos .......cccevrvuenrnannn
NPWPD 250 O\ S04 230 03 83

B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH

Penggunaan ] Utama [] Cadangan [J Darurat
Golongan Tarif O Industri [J Bisnis / Rumah Tangga

berl tanda silang pada kolom yeng dimaksud

Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia

kVA
Penggunaan Tenaga Listrik Kwh
Jam Nyala 2. Jam
Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik ¥ Coveind tahun)
Masa Pajak ! A2\

Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benamya dan apabila kemudian hari
Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Jember, ..2.2..30.4
Wajib.Pajak / Penyetor

o,

20.\>

Catatan : diis! dengan huruf CETAK

PENGESAHAN

Dihitung Diteliti Disetujui

Di}nrpkan
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Digital Repository Universitas Jember

P. Lembar SKPD

. PEMERINTAH KABUPA FEN JEMBER i SKPD
ﬂ . BADAN PENDAPATAN DAERAH
¢ '} 5 KAGUPATEN JEMBER { SURAT KETETARAN PAJAK DAERAH |
10T Penode Faar G407 1 3004077
o JL JAWANO 77 N T
" 3 Tenggal 0502 17
TELP. 0331 38/112 i No. SPTPD 2051700206
NPWPD 35091 150423010382
" HOTLL GM 2591T SLAMET INDAH SENTOSA

Ji GAJAH MADA 253 JEMBER  Kec KALWATES

10062017 NOP 350972000305020206

Kode Rekening TR Dever Pajak Terhutang
40001 Paak Penecangan Jaian Non FLN i 9000 000 00 126,600 00
o015
Pangurangan %
Kanaiksr ‘f‘
Lolapall FURCK o an  Pembuiatan ) 4 200
“ it Larna R Rejpuhy
| e A T PSP Y R

st Lokani 3

Blin 37w, X T L GAJAH MADA 753 JEMBER # O O 1

il s sl BR denga menggunakan Sural Seloran Pajak Deeiah (5570}
o ok ay Hbayer setelat wakiu paiing ama 30 heit sejak SKPD Ini atennie dikefiak 2 sanks:
i Dt D ye sebes 2% per bulan.

seiner  DWOYICT]
AN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAER 2+
KABUPATEN JEMBER

KEPALA 810ANG PENETAPAN & VERIFINAS,

Dus. INANLKS!
19641108 19880% 1 U0

Ne SKPD 3

TANDA TERIMA

wmla L
.
Yang Maneo~ 1+
DR SENTODA

S EMBER  rel ROLIWATES
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Q. Bukti Setor

BUKTI SETORAN

€0

Mtlumm L]

So:11

bankjatim l

=
w =
=3
: s
Caba%ae"“.\?‘( ’1’ . =]
o <
“Nenis Rekening : [ simpeda O sikius [ Tabunganku W\ya > =
=4
Mata Uang : [E Rupi [ valas ..... ) S 3
customer: .00 31022 64S bt S8
Nomor o / Customer : Yonai / No. Warkat Jumlah Valas Kurs Jumiah Rupiah =
s i 73 = L3
Apnil 29} -
iz
Nama Penyetor tiote\ (asn 253 ==
Alamat Penyetor -
v Telp. . A SG ). TOTAL ey 35000 |2 £

Informasi Penyetor a No. i = = 7 P

[J Non Nasabah, No. Tanda Pengenal plilsl Biays | A ( =

Oleh Komisi | / ] =

. Bank Jumiah yang dikregi{
khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen) = N
TERBILANG : ... € . 4. goWh e TieY wid

Sumber Dana
Tujuan

KETENTUA

1.5etoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.

2.Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.

3.Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan
fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

s

Penyetor

1

15¢
)H’(NSMJNM Xi'd NYYNLI33NId XJ¥ STYECOIEQD X 009!
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